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LAPORAN KASUS DUGAAN PROYEK GAGAL LAMPU ‘POCONG’ 

DISERAHKAN KE KEJARI MEDAN 

 

 
Sumber Gambar: waspada.co.id 

 

MEDAN, Waspada.co.id – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) 

meneruskan surat adanya kegiatan laporan dugaan penyalahgunaan proyek gagal lampu 

‘pocong’ ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. 

Hal itu dikatakan Kasi Penkum Yos A Tarigan saat dikonfirmasi Waspada Online, Jumat 

(29/9). 

Dikatakan Yos, setelah di cek di sistem diketahui laporan diterima Kejati Sumut 

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), laporan tersebut diteruskan ke Kejari 

Medan karena locus kejadian merupakan wilayah Kejari Medan. 

“Laporannya sudah diterima, tapi kita teruskan ke Medan untuk dipelajari. karena 

locusnya di Medan,” tandas Yos. 

Yos memastikan bahwa kejaksaan akan profesional dan transparan untuk 

mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang ada di Sumut, termasuk proyek gagal lampu 

‘pocong’. “Kita akan terus mengungkap dan mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di 

Sumut, apa pun itu. Karena semua orang sama dimata hukum,” pungkasnya. 

Sementara sebelumnya, Kordinator Komandan Bambang Santoso, kembali 

mendesak agar Kejati Sumut segera menindaklanjuti laporan yang telah dilayangkan pada 

bulan Mei lalu.  “Siapa pelakunya, siapa yang terlibat dalam proyek ini harus diperiksa,” 

katanya saat dikonfirmasi Waspada Online, Rabu (20/9). 

Bambang juga menegaskan bahwa dalam undang-undang juga sudah menjelaskan 

meski ada pengembalian uang dari para kontraktor tapi tidak menghapus pidana yang ada. 

https://waspada.co.id/category/medan/
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“Demi kepentingan penegakan hukum itu, demi tercapainya keadilan dan persamaan di 

depan hukum (equality before the law) bagi seluruh warga Kota Medan maka Kami 

memohon kepada Kepala Kejati Sumut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan 

atas proyek lampu ‘pocong’,” tegasnya. 

Jika laporannya juga tidak diproses dengan baik, kata Bambang, maka Ia akan 

melaporkan kasus ini ke Kejagung. 

“Kita akan membuat surat ke Kejagung agar melakukan audit khusus atas laporan 

kita ini,” tandasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://waspada.co.id/2023/09/laporan-kasus-dugaan-proyek-gagal-lampu-

pocong-diserahkan-ke-kejari-medan/, 30 September 2023 

2. https://kliksumut.com/sudah-4-bulan-komandan-desak-kejaksaan-tindak-lanjuti-

laporan-kasus-dugaan-korupsi-lampu-pocong/, 21 September 2023 

 

Catatan Berita 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pasal 1 angka 1, angka 30, dan angka 44.  

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD 

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. 

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 

kembali suatu bangunan. 

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 

perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 

Swakelola. 

 

Pasal 3  

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: 

a. Barang; 

https://waspada.co.id/2023/09/laporan-kasus-dugaan-proyek-gagal-lampu-pocong-diserahkan-ke-kejari-medan/
https://waspada.co.id/2023/09/laporan-kasus-dugaan-proyek-gagal-lampu-pocong-diserahkan-ke-kejari-medan/
https://kliksumut.com/sudah-4-bulan-komandan-desak-kejaksaan-tindak-lanjuti-laporan-kasus-dugaan-korupsi-lampu-pocong/
https://kliksumut.com/sudah-4-bulan-komandan-desak-kejaksaan-tindak-lanjuti-laporan-kasus-dugaan-korupsi-lampu-pocong/
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b. Pekerjaan Konstruksi; 

c. Jasa Konsultansi; dan 

d. Jasa Lainnya. 

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan cara: 

a. Swakelola; dan/atau 

b. Penyedia. 

 

Pasal 4 

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,diukur 

dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasilpenelitian; 

f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

g. Mendorong pemerataan ekonomi; danh. mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

 

Pasal 5 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, 

dankompetitif; 

c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

PengadaanBarang/Jasa; 

d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; 

e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksielektronik; 

f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar NasionalIndonesia 

(SNI); 

g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

UsahaMenengah; 

h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industry kreatif; dan 

i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

 

Pasal 6 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara/Samuel 
4 

 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

a. Efisien; 

b. Efektif; 

c. Transparan; 

d. Terbuka; 

e. Bersaing; 

f. Adil; dan 

g. Akuntabel. 

 

Pasal 56  

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan 

Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan 

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaan 

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang 

didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda 

keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun 

Anggaran. 

 

Pasal 78 ayat (3) dan (5) 

(3) Dalam hal Penyedia: 

a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak 

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 

b. Menyebabkan kegagalan bangunan; 

c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 

d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit; 

e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan 

Kontrakberdasarkan hasil audit; atau 

f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai 

sanksi administratif. 

 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 
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a. Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam 

pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 

2 (dua) tahun; 

b. Ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran danSanksi 

Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

c. Ayat (21 dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar 

Hitam selama 1 (satu) tahun; 

d. Ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi 

pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

e. Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugiansebesar 

nilai kerugian yang ditimbulkan; atau 

f. Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 

 

Pasal 79 ayat (4) 

Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 

(5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai 

kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1 angka 1 dan angka 4 

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 


